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The implementation of transparent and accountable governance requires 

an effective and secure reporting system for violations. However, 

whistleblowing mechanisms at the local government level still face 

obstacles, such as manual processes, low protection for whistleblowers, 

and inefficient handling of reports. This study aims to develop a website-

based Buleleng Whistleblowing System as a means of internal violation 

reporting for Civil Servants (ASN) in the Buleleng Regency Government. 

The study uses an applied approach with the Extreme Programming (XP) 

software development method. Data was collected through observation, 

interviews, and literature studies. The results of the study show that the 

developed system is capable of supporting the process of reporting, 

verifying, and monitoring reports in a structured, secure, and anonymous 

manner. The application of the XP method enables the development of a 

system that is responsive to user needs and supports the effectiveness of 

internal oversight and local government accountability. 
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I. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi saat ini 

memberikan dampak besar terhadap kehidupan 

masyarakat seiring dengan semakin luasnya akses 

internet di berbagai lapisan sosial [1]. Hal tersebut 

juga memiliki peran strategis dalam 

meningkatkan efisiensi serta menyederhanakan 

proses bisnis di dalam organisasi [2]. Seiring 

dengan tuntutan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan yang menjunjung tinggi 

transparansi, akuntabilitas, integritas, dan 

efisiensi, pemanfaatan teknologi digital menjadi 

kebutuhan strategis dalam menjawab kebutuhan 

masyarakat secara cepat dan tepat [3]. 

Penggunaan teknologi digital di berbagai sektor 

terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses 

kerja, akurasi pengelolaan data, serta keterbukaan 

informasi publik. Transformasi digital ini tidak 

hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga 

memperkuat mekanisme pengawasan dan 

pertanggungjawaban organisasi, sehingga 

mendorong terwujudnya sistem publik yang lebih 
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efektif dan transparan di era pemerintahan digital 

(e-government). Penerapan teknologi informasi di 

lingkungan instansi pemerintah memiliki peran 

penting dalam meningkatkan efektivitas 

pelayanan publik, sehingga dibutuhkan sumber 

daya manusia yang kompeten serta didukung oleh 

pengetahuan dan pelatihan yang sesuai dengan 

bidang tugasnya [4]. 

Dalam konteks tata kelola pemerintahan,     

e-government menjadi bagian dari reformasi 

birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan 

publik dan mewujudkan prinsip good governance. 

Penerapan e-government di Indonesia 

diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 

Tahun 2003 yang mendorong instansi pemerintah 

pusat dan daerah mengembangkan strategi 

digitalnya [5]. Implementasi e-government 

diarahkan untuk memperkuat interaksi antara 

pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, serta 

pihak terkait lainnya dalam berbagai aktivitas 

pemerintahan [6]. Seiring perkembangan 

teknologi informasi, pemerintahan digital 

menuntut sistem yang mampu mengelola dan 

merespons laporan secara cepat dan aman, salah 

satunya melalui Whistleblowing System (WBS). 

Namun, implementasi WBS di tingkat daerah, 

belum optimal dalam mendukung Reformasi 

Birokrasi dan penguatan pengawasan internal [7]. 

Whistleblowing System (WBS) merupakan 

mekanisme pelaporan pelanggaran melalui kanal 

resmi yang aman dan akuntabel untuk mendukung 

tata kelola pemerintahan yang transparan. 

Penelitian Judijanto [8]  menunjukkan bahwa 

efektivitas WBS berkontribusi positif terhadap 

transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. 

Sementara itu, Mariati [9] menemukan bahwa 

meskipun WBS memperkuat pengendalian 

internal dan transparansi keuangan, 

implementasinya di tingkat daerah masih 

terkendala oleh rendahnya literasi pelaporan, 

lemahnya perlindungan pelapor, serta belum 

terintegrasinya sistem pelaporan digital. Kendala-

kendala tersebut menunjukkan bahwa teknis dan 

mekanisme implementasi WBS masih menjadi 

tantangan utama di lingkungan pemerintahan 

daerah. 

Kondisi ini tidak terlepas dari masih 

digunakannya mekanisme pelaporan manual atau 

semi-manual di banyak instansi pemerintahan. 

Pengaduan yang disampaikan melalui jalur 

administratif konvensional memiliki berbagai 

keterbatasan, seperti keterlambatan penanganan, 

potensi kesalahan pencatatan, serta lemahnya 

perlindungan identitas pelapor [10]. Pengendalian 

internal juga tidak selalu mampu sepenuhnya 

menekan tingginya tingkat kecurangan [11]. Oleh 

karena itu, transformasi menuju sistem pelaporan 

digital menjadi kebutuhan penting untuk 

meningkatkan efisiensi, keteraturan, dan kualitas 

penanganan laporan pelanggaran. 

Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi 

Bali, merespons tantangan tersebut dengan 

membangun Buleleng Whistleblowing System, 

yaitu sebuah platform pelaporan pelanggaran 

berbasis website yang dirancang untuk 

menampung laporan secara aman, anonim, dan 

terpusat, sehingga pelapor tidak perlu khawatir 

akan tekanan atau kebocoran identitas. Proses 

pelaporan, yang sebelumnya memakan waktu 

lama karena pengelolaan manual, kini dapat 

dilakukan secara real-time, mempercepat respons 

dari Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. 

Pendekatan berbasis web memungkinkan sistem 

menjadi mudah diakses dan dikelola, serta 

mendukung dokumentasi yang terstruktur 

dibandingkan praktik pelaporan manual 

sebelumnya. 

Penentuan metode pengembangan perangkat 

lunak berpengaruh pada keberhasilan proyek [12]. 

Extreme Programming (XP) adalah metode Agile 

yang menekankan iterasi cepat, keterlibatan 

pengguna, dan penyesuaian kebutuhan secara 

berkelanjutan [13]. Pendekatan ini menekankan 

komunikasi intensif dengan pemangku 

kepentingan dan relevan untuk pengembangan 

sistem berbasis web. Studi Supriyatna [12] 

menunjukkan bahwa XP mampu menghasilkan 

sistem pengaduan yang lebih responsif dan sesuai 

kebutuhan pengguna. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis 

pengembangan Whistleblowing System berbasis 

website pada Pemerintah Kabupaten Buleleng 
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yang dirancang khusus untuk Aparatur Sipil 

Negara (ASN). Berbeda dari penelitian 

sebelumnya, studi ini menekankan 

pengembangan WBS di tingkat pemerintah 

daerah menggunakan pendekatan Extreme 

Programming. Sistem dikembangkan untuk 

menyediakan sarana pelaporan pelanggaran 

internal yang lebih efektif, terstruktur, dan aman, 

serta mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna 

secara berkelanjutan dalam mendukung 

pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan 

yang akuntabel.  

 

II. Kajian Literatur  

2.1 Whistleblowing System 

Sistem pelaporan pelanggaran atau 

Whistleblowing System (WBS) merupakan 

pengungkapan kesalahan atau aktivitas ilegal di 

dalam organisasi oleh individu yang memiliki 

pengetahuan internal, yang berfungsi sebagai 

mekanisme penting untuk akuntabilitas, 

transparansi, dan perilaku etis di sektor publik dan 

swasta [14]. Pada sektor publik, WBS berfungsi 

sebagai bagian dari sistem pengendalian internal 

yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. 

Pelapor dapat berasal dari pihak internal 

organisasi yang terlibat atau berada dalam 

lingkungan kerja tersebut. Prinsip utama dari 

WBS mencakup perlindungan identitas pelapor, 

keamanan data laporan, serta kejelasan alur 

penanganan oleh pihak berwenang [15]. 

 

2.2 Website 

Website adalah media komunikasi berbasis 

internet yang menyajikan informasi dalam 

berbagai bentuk, seperti teks, audio, gambar, 

video, dan animasi, serta dapat diakses oleh 

masyarakat umum kapan pun dan di mana pun 

selama terhubung dengan jaringan internet [16]. 

Website berfungsi sebagai media digital yang 

memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, 

berbagi informasi, serta mengakses berbagai 

konten secara global melalui peramban web (web 

browser) [17]. Sistem berbasis website 

memungkinkan akses yang lebih luas, 

pengelolaan data secara terpusat, serta 

kemudahan pemeliharaan dan pengembangan. 

 

 

 

2.3 Framework CodeIgniter 4 

CodeIgniter 4 merupakan framework PHP 

berbasis Model–View–Controller (MVC) yang 

dirancang untuk pengembangan aplikasi web 

yang ringan, cepat, dan terstruktur [18]. 

Framework ini menyediakan fitur keamanan, 

manajemen routing, serta kemudahan dalam 

pengelolaan basis data. 

 

2.4 Metode Extreme Programming 

Extreme Programming (XP) merupakan 

pendekatan pengembangan perangkat lunak yang 

menekankan pada pengembangan berbasis fitur 

serta kecepatan proses pembangunan sistem guna 

menghasilkan perangkat lunak secara efisien [19]. 

Tahapan utama XP meliputi perencanaan, 

perancangan sederhana, pengkodean, dan 

pengujian berkelanjutan. 

 

2.5 Black-Box Testing 

Pengujian Black-Box merupakan metode 

pengujian yang dilakukan dengan memverifikasi 

keluaran aplikasi berdasarkan masukan yang 

diberikan, tanpa memperhatikan struktur internal 

kode program [20]. Pengujian ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa fungsi-fungsi yang tersedia 

pada aplikasi telah berjalan sesuai dengan 

kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan [21]. 

Pengujian ini dilakukan dengan memberikan 

masukan pada sistem dan mengamati keluaran 

yang dihasilkan. 

 

III. Metodologi  

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

pengembangan perangkat lunak Extreme 

Programming (XP) yang merupakan bagian dari 

metodologi Agile Development. Pendekatan ini 

dipilih karena mampu beradaptasi terhadap 

perubahan kebutuhan pengguna secara cepat serta 

menekankan kolaborasi antara pengembang dan 

pengguna selama proses pengembangan sistem. 
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Metode Extreme Programming (XP) adalah 

pendekatan pengembangan perangkat lunak yang 

menerapkan seperangkat aturan dan praktik dalam 

Metode ini memiliki empat tahapan utama, yaitu 

planning, design, coding, dan testing [22]. 

Keempat aktivitas tersebut menjadi dasar dalam 

menghasilkan perangkat lunak berdasarkan 

konsep model Extreme Programming [23]. 

 

 
Gambar 1. Metode Extreme Programming 

3.1 Perencanaan (Planning) 

Tahap planning merupakan tahap awal 

dalam pengembangan sistem yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

kebutuhan sistem [23]. Pada tahap ini dilakukan 

pengumpulan data serta perumusan rencana 

pengembangan aplikasi berbasis web dengan 

melibatkan pengguna terkait agar sistem yang 

dikembangkan sesuai kebutuhan dan fungsional. 

Kebutuhan informasi pada Buleleng WBS 

diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan 

fungsi dan prioritas untuk mendukung 

pengembangan sistem yang terarah. Pengumpulan 

data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

studi literatur. Observasi dilaksanakan di Dinas 

Komunikasi, Informatika, Persandian, dan 

Statistik Kabupaten Buleleng untuk memahami 

alur kerja dan kebutuhan sistem. Wawancara 

dilakukan dengan pihak pengembang dan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng guna 

memperoleh kebutuhan sistem secara mendalam, 

sedangkan studi literatur digunakan sebagai dasar 

teoritis dalam penerapan metode Extreme 

Programming. 

 

3.2 Desain (Design) 

Proses desain sistem merupakan tahap 

lanjutan setelah perencanaan kebutuhan sistem 

ditetapkan [23]. Pada tahap ini dilakukan 

perancangan tampilan dan struktur sistem 

Buleleng Whistleblowing System berdasarkan 

kebutuhan fungsional yang telah dianalisis. 

Perancangan desain meliputi pendefinisian fitur 

sistem serta alur input dan output yang dihasilkan. 

Proses desain dilakukan dengan pembuatan 

rancangan antarmuka (user interface) seperti 

halaman landing page dan dashboard 

menggunakan aplikasi Figma. Hasil dari tahap ini 

berupa desain sistem yang menjadi acuan dalam 

pengembangan dan implementasi perangkat lunak 

pada tahap pengkodean. 

 

3.3 Pengkodean (Coding) 

Tahap coding merupakan proses 

implementasi rancangan sistem ke dalam bentuk 

kode program untuk membangun aplikasi [23]. 

Pengembangan web Buleleng WBS ini dilakukan 

menggunakan sistem operasi Windows 11 dengan 

bahasa pemrograman PHP berbasis framework 

CodeIgniter 4, basis data MySQL, serta teknologi 

frontend HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap 

5 guna mendukung fungsionalitas dan tampilan 

sistem. 

 

3.4 Pengujian (Testing) 

Setelah proses pengkodean selesai, 

dilakukan tahap pengujian fungsionalitas 

Buleleng Whistleblowing System menggunakan 

metode black-box testing. Hal ini bertujuan untuk 

memvalidasi kesesuaian sistem dengan skenario 

penggunaan serta memastikan sistem bebas galat 

sebelum dirilis secara resmi bagi Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten 

Buleleng. Penggunaan metode Extreme 

Programming (XP) mendukung fleksibilitas 

sistem terhadap perubahan kebutuhan yang 

dinamis [24] sementara black-box testing 

menjamin keandalan fungsional pada platform 

berbasis web [25].  
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IV. Pembahasan 

4.1 Deskripsi Umum Sistem 

Hasil penelitian ini berupa sistem 

Whistleblowing berbasis web yang bernama 

Buleleng Whistleblowing System, dirancang untuk 

mendukung mekanisme pelaporan pelanggaran 

internal secara digital di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Buleleng. Sistem dikembangkan 

menggunakan metode Extreme Programming 

(XP) yang menekankan iterasi singkat, 

keterlibatan pengguna, serta pengujian 

berkelanjutan guna memastikan kesesuaian 

sistem dengan kebutuhan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dan Inspektorat Daerah. Tujuan utama 

pengembangan sistem ini adalah menyediakan 

sarana pelaporan yang mendukung transparansi, 

akuntabilitas, dan penguatan pengawasan 

internal. Sistem memiliki pembagian peran 

pengguna yang jelas, meliputi admin, pelapor 

(ASN), serta petugas Inspektorat dengan fungsi 

operator, verifikator, dan peninjau, sehingga alur 

penanganan laporan dapat berjalan sistematis. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem 

mampu menjalankan fungsi pelaporan, verifikasi, 

dan pemantauan laporan secara efektif. Temuan 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh 

Supriyatna [12], Raudini [24], dan Bhiantara [23] 

yang menyatakan bahwa penerapan metode XP 

dan pengujian Black-Box Testing berperan 

penting dalam menghasilkan sistem yang andal, 

responsif, dan siap diimplementasikan pada 

sektor publik. 

 

4.2 Tampilan Antarmuka Sistem 

Tampilan antarmuka dari Buleleng 

Whistleblowing System dirancang dengan 

mengutamakan kemudahan penggunaan, 

kejelasan tampilan, serta dukungan akses lintas 

perangkat. Sistem ini menerapkan pengaturan hak 

akses berdasarkan peran pengguna, meliputi 

Admin, Petugas Inspektorat (Peninjau, Operator, 

dan Verifikator), serta seluruh ASN Kabupaten 

Buleleng. Desain antarmuka bersifat responsif 

sehingga dapat diakses melalui perangkat desktop 

maupun mobile. Untuk memperjelas 

implementasi sistem, pada bagian berikut 

disajikan tampilan antarmuka sesuai dengan 

masing-masing peran pengguna, dengan tampilan 

awal sistem seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2. Landing Page Buleleng WBS 

Setelah pengguna mengakses sistem melalui 

landing page, tahap berikutnya adalah proses 

login yang digunakan sebagai sarana autentikasi 

dengan memasukkan Nomor Induk Pegawai 

(NIP) dan kata sandi. Pada login pertama, 

pengguna diwajibkan mengganti kata sandi 

default sebagai langkah peningkatan keamanan 

sistem. Selanjutnya, proses login dilakukan 

menggunakan kata sandi baru yang telah 

ditetapkan untuk memastikan perlindungan akses 

dan kerahasiaan data pengguna. Tampilan 

halaman login ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Halaman Login Buleleng WBS 

Setelah proses autentikasi berhasil, 

pengguna dengan hak akses admin akan diarahkan 

ke halaman dashboard admin. Halaman ini 

berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem yang 

menampilkan statistik laporan pengaduan secara 

ringkas. Melalui halaman ini, admin dapat melihat 

kritik dan saran, mengelola akun pengguna 

beserta tingkat aksesnya, melakukan pengaturan 

website, serta memantau riwayat laporan 
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pengaduan. Dashboard ini dirancang untuk 

mendukung pengelolaan sistem secara terpusat, 

efisien, dan terstruktur dengan tampilan sistem 

ditunjukkan pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Dashboard Admin Buleleng WBS 

Berbeda dengan dashboard admin yang 

berfokus pada pengelolaan sistem, pengguna 

berperan sebagai pelapor akan diarahkan ke 

halaman dashboard pelapor. Halaman dashboard 

pelapor digunakan oleh seluruh ASN Kabupaten 

Buleleng untuk mengelola proses pelaporan 

pelanggaran. Pada halaman ini, pelapor dapat 

menambahkan laporan dengan mengisi formulir 

pengaduan dan mengedit laporan dengan status 

draft, mengirim laporan hingga berstatus baru, 

serta memantau perkembangan penanganan 

laporan. Sistem juga menyediakan fitur 

komunikasi anonim antara pelapor dan petugas 

verifikator setelah laporan diverifikasi, serta 

fasilitas penyampaian kritik dan saran. Selain itu, 

dashboard ini dilengkapi panduan penggunaan 

sistem untuk mendukung kemudahan dan 

kenyamanan pelapor. Tampilan formulir 

pengaduan ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Halaman Formulir Pengaduan Baru 

Selanjutnya, pada tingkat pengelolaan 

lanjutan, sistem menyediakan halaman dashboard 

operator yang memiliki peran lebih luas 

dibandingkan pelapor. Halaman dashboard 

operator memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai 

pelapor dan sebagai petugas pemeriksa awal 

laporan. Selain dapat melakukan pelaporan 

sebagaimana pelapor umum, operator memiliki 

menu tambahan untuk melakukan pengecekan 

awal terhadap laporan yang masuk. Pada tahap 

ini, operator dapat meneruskan laporan ke 

verifikator dengan mengubah status menjadi 

diverifikasi atau menolak laporan dengan disertai 

alasan penolakan yang dapat dilihat oleh pelapor. 

Mekanisme ini bertujuan memastikan kualitas dan 

kelayakan laporan sebelum diproses lebih lanjut. 

 

 
Gambar 6. Detail Laporan Berstatus Baru 

Setelah melalui tahap pengecekan awal oleh 

operator, laporan pengaduan selanjutnya diproses 

pada halaman dashboard verifikator. Dashboard 

ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan 

lanjutan terhadap kebenaran dan kelengkapan 

laporan. Selain memiliki akses sebagai pelapor, 

verifikator dilengkapi fitur khusus untuk menilai 

validitas laporan, dan melakukan komunikasi 

anonim dengan pelapor. 

 

 
Gambar 7. Detail Laporan Berstatus Diverifikasi 
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Fitur chat disediakan sebagai sarana 

komunikasi dua arah antara pelapor dan 

verifikator yang dilakukan secara anonim untuk 

menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Melalui 

fitur ini, pelapor dapat memberikan informasi 

tambahan dan mengunggah dokumen pendukung 

guna memperkuat substansi laporan, sehingga 

proses verifikasi dapat berlangsung lebih akurat 

dan objektif. Tampilan fitur chat ditunjukkan 

pada gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Fitur Chat Verifikator dan Pelapor 

Berdasarkan hasil verifikasi, laporan dapat 

dinyatakan selesai untuk ditindaklanjuti secara 

internal oleh Inspektorat Daerah atau ditolak 

dengan disertai alasan yang dapat diketahui oleh 

pelapor. Dashboard peninjau diperuntukkan bagi 

pejabat struktural atau pimpinan di lingkungan 

Inspektorat Daerah. Selain memiliki fasilitas 

pelaporan sebagaimana pelapor pada umumnya, 

peninjau dibekali akses khusus untuk melihat 

seluruh riwayat dan detail laporan pengaduan 

secara menyeluruh tanpa kewenangan melakukan 

tindakan lanjutan. Informasi yang tersedia pada 

dashboard ini dimanfaatkan sebagai bahan 

peninjauan, evaluasi, serta dasar pengambilan 

keputusan strategis di tingkat manajerial. 

 

 
Gambar 9. Dashboard Peninjau 

Secara keseluruhan, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Buleleng Whistleblowing 

System berbasis web berhasil dikembangkan 

dengan antarmuka yang terstruktur dan fungsional 

sesuai dengan peran pengguna, mulai dari 

pelapor, operator, verifikator, peninjau, hingga 

admin. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

penerapan metode Extreme Programming mampu 

menghasilkan sistem yang adaptif terhadap 

kebutuhan pengguna, mendukung proses 

pelaporan yang aman, anonim, dan 

terdokumentasi dengan baik, serta memperkuat 

alur pengawasan internal. Dibandingkan dengan 

mekanisme pelaporan manual maupun semi-

manual yang digunakan sebelumnya, sistem ini 

memberikan peningkatan pada efisiensi proses, 

keterlacakan laporan, dan perlindungan identitas 

pelapor, sejalan dengan temuan penelitian 

sebelumnya terkait sistem pelaporan digital dan 

pengembangan sistem pengaduan berbasis XP 

[12]. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengembangan WBS berbasis web dengan 

pendekatan iteratif dapat menjadi model 

penerapan teknologi informasi yang relevan untuk 

mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata 

kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat 

pemerintah daerah. 

 

V. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

implementasi Whistleblowing System berbasis 

website yang dikembangkan menggunakan 

metode Extreme Programming (XP) pada 

Pemerintah Kabupaten Buleleng, diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Penelitian ini berhasil mengembangkan 

Buleleng Whistleblowing System berbasis 

web sebagai sarana pelaporan pelanggaran 

internal yang terstruktur, aman, dan anonim 

sesuai peran pengguna di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Buleleng. 

b. Penerapan metode Extreme Programming 

(XP) efektif mendukung pengembangan 

sistem melalui iterasi cepat, komunikasi 

intensif, dan penyesuaian kebutuhan 

pengguna secara berkelanjutan. 
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c. Keunggulan sistem terletak pada kemudahan 

penggunaan, pengaturan hak akses yang 

jelas, komunikasi anonim pelapor–

verifikator, serta pengelolaan laporan yang 

terpusat sehingga meningkatkan efisiensi 

pengawasan internal. 

d. Keterbatasan penelitian ini terdapat pada 

pengujian yang masih berfokus pada aspek 

fungsional dan belum mencakup evaluasi 

keamanan, performa, serta kepuasan 

pengguna secara kuantitatif. 

e. Penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkan sistem ini di aspek 

keamanan, integrasi sistem, versi mobile, 

serta evaluasi usability dan keamanan untuk 

meningkatkan efektivitas penerapan WBS. 
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